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BPRS Tanggamus diramaikan oleh penempatan dana. Penempatan
dana secara bisnis sah-sah saja bahkan harus dilakukan. Karena
tugas bank adalah menyalurkan dana yang dihimpun. Dan dari
penyaluran dana itulah bank memperoleh pendapatan.

Dalam penyaluran dana, yang harus diperhatikan bank adalah
tingkat likwiditasnya. Hal inilah yang diatur oleh Bank Sentral agar
bank dapat menjaga kepercayaan nasabah dengan tetap dapat
memenuhi permintaan nasabah (pemilik dana) sehingga tidak
seluruh dananya disalurkan.

Pada bank syariah justru ciri utamanya adalah tingkat penyaluran
dananya yang tinggi. Berdasarkan data yang ada, tingkat penyaluran
dana (financing deposit ratio - FDR) bank syariah mencapai rata-rata
100% bahkan lebih. Untuk bank konvensional saat ini secara
nasional rata-rata 60%.

Mengapa demikian? Karena semakin banyak dana yang disalurkan
semakin banyak pendapatan bank dan semakin banyak pula bagi
hasil yang diberikan kepada pemilik dana (nasabah). Artinya, selama
arus kas (cash flow) tidak terganggu dan tidak disalurkan pada
kegiatan yang melanggar syariah maka penyaluran dana merupakan
bagian dari upaya bank menjalankan fungsinya sekaligus merupakan
bagian tanggungjawab pengelola untuk mencari kentungan.

Perputaran dana dengan sendirinya diupayakan agar maksimal.
Selain akan menguntungkan nasabah sehingga menjadi daya tarik
untuk menempatkan dana di bank, juga menyediakan pembiayaan
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bagi kegiatan ekonomi sehingga perekonomian tumbuh dan
berkembang.

Berkembangya perekonomian berarti penyediaan lapangan kerja dan
peningkatan pendapatan. Itulah sebabnya, macetnya fungsi
intermediasi bank akan merugikan perekonomian. Dalam konteks ini,
keberadaan bank syariah sangat tepat ditengah upaya mendorong
perkembangan ekonomi. Karenanya tepat pula bila Pemerintah
Daerah berinisiatif mendirikan BPRS.

Pertama, dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk
berekonomi secara syariah. Apalagi mayoritas (lebih dari 80%)
penduduk beragama islam dan semangat untuk mengamalkannya
semakin tinggi. Kedua, bank syariah sangat berorientasi pada
perputaran dana sehingga akan mendorong perkembangan sektor riil
yang akan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
Ketiga, merupakan unit usaha yang dapat memberi kontribusi bagi
pendapatan daerah melalui keuntungan yang diperoleh. Keempat,
statusnya yang BPRS sangat tepat untuk menjangkau skala usaha
kecil dan menengah yang memang banyak jumlahnya.

Kembali dalam konteks BPRS Tanggamus, penyaluran dana yang
dilakukan secara bisnis tidak ada masalah. Apalagi, penyaluran dana
tidak memperhatikan asal dana. Tapi setiap lembaga punya alasan
dalam pendiriannya. Lembaga bisnis milik swasta sudah hampir pasti
bermotif keuntungan (profit motive). Beda halnya jika lembaga
tersebut dimiliki oleh pemerintah.

Dengan demikian, masalah pada BPRS Tanggamus lebih pada
masalah organisasi dan etika. Hal ini akan kembali pada motivasi
pendiriannya serta aturan mekanisme kerjanya. Sebagai lembaga
yang baru berkembang tentu BPRS Tanggamus masih banyak
kelemahan dan kekurangannya. Bukan berarti dengan kekurangan
tersebut kita mundur kembali, tapi justru menjadi motivasi untuk
lebih maju dengan berbagai pembenahan dan perbaikan.

Harapan kita agar keberadaan BPRS Tanggamus bukan saja
memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah yang
selanjutnya juga bagi kemajuan Tanggamus. Tapi juga secara
langsung memberi manfaat melalui pemberian akses permodalan bagi
usaha kecil dan menengah serta petani, perternak, dan nelayan.
Semoga BPRS Tanggamus makin maju.




